
ALUR PELAYANAN MUTASI PNS MASUK ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI MALUKU KE PEMERINTAH KOTA AMBON

	No.
	Aktifitas
	Pelaksana
	Mutu Baku

	
	
	Pemohon
	Verifikator BKPSDM
	PPK
	Verifikator Kanreg BKN
	Kepala Kanreg BKN
	Gubernur
	Persyaratan/ Kelengkapan
	Waktu
	Biaya
	Output

	1.
	PNS yang bersangkutan menyampaikan berkas persyaratan mutasi pada instansi penerima
	
	
	
	
	
	
	Berkas persyaratan mutasi
	5 menit
	-
	Berkas persyaratan mutasi

	2.
	Instansi penerima melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas persyaratan mutasi
	Belum Lengkap

	Lengkap
1,3


	
	
	
	
	Berkas persyaratan mutasi
	5 menit
	-
	Ceklist berkas persyaratan mutasi

	3.
	PPK instansi penerima mengajukan permohonan mutasi disertai data dukung kepada Kepala Kantor Regional BKN
	
	
	
	
	
	
	Nota Usul Mutasi dan berkas persyaratan mutase/ Aplikasi SAPK
	Disesuaikan
	-
	Hasil inputan data pada Aplikasi SAPK

	4.
	Kantor Regional BKN melakukan verifikasi atas permohonan mutasi dan data dukungnya
	
	
	
	
	
	
	Hasil inputan data pada Aplikasi SAPK dan berkas persyaratan mutasi
	Disesuaikan
	-
	Hasil verifikasi berkas persyaratan mutasi

	5.
	Dalam hal usulan mutasi  memenuhi syarat, Kepala Kantor Regional BKN menetapkan Pertimbangan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian
	
	
	Tidak Disetujui

	
	Disetujui
1,3


	
	Hasil verifikasi berkas persyaratan mutasi
	Disesuaikan
	-
	Pertimbangan Teknis Kepala BKN

	6.
	Berdasarkan Pertimbangan Teknis Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi
	
	
	
	
	
	
	Pertimbangan Teknis Kepala BKN
	Disesuaikan
	-
	SK Gubernur tentang Mutasi PNS

	7.
	Berdasarkan keputusan Gubernur, PPK instansi penerima menetapkan keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan
	
	
	
	
	
	
	SK Gubernur tentang Mutasi PNS
	30 hari kalender sejak SK Gubernur tentang Mutasi PNS
	-
	SK Pengangkatan Dalam Jabatan

	8.
	Penyerahan keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan
	
	
	
	
	
	
	SK Pengangkatan Dalam Jabatan
	5 menit
	-
	Penyerahan SK Pengangkatan Dalam Jabatan








ALUR PELAYANAN MUTASI PNS MASUK ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI DAN ANTARPROVINSI KE PEMERINTAH KOTA AMBON

	No.
	Aktifitas
	Pelaksana
	Mutu Baku

	
	
	Pemohon
	Verifikator BKPSDM
	PPK
	Verifikator Dirjen Otda Kemendagri
	Mendagri
	Kepala BKN
	Persyaratan/ Kelengkapan
	Waktu
	Biaya
	Output

	1.
	PNS yang bersangkutan menyampaikan berkas persyaratan mutasi pada instansi penerima
	
	
	
	
	
	
	Berkas persyaratan mutasi
	5 menit
	-
	Berkas persyaratan mutasi

	
	Instansi penerima melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas persyaratan mutasi
	Belum Lengkap

	Lengkap
1,3


	
	
	
	
	Berkas persyaratan mutasi
	5 menit
	-
	Ceklist berkas persyaratan mutasi

	
	PPK instansi penerima mengajukan permohonan mutasi disertai data dukung kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
	
	
	
	
	
	
	Nota Usul Mutasi dan berkas persyaratan mutasi/ Aplikasi       E-Mutasi
	15 menit
	-
	Hasil inputan data pada Aplikasi        E-Mutasi

	
	Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan verifikasi atas permohonan mutasi dan data dukungnya
	
	
	
	
	
	
	Hasil inputan data pada Aplikasi           E-Mutasi
	Disesuaikan
	-
	Hasil verifikasi berkas persyaratan mutasi

	
	Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri RI memberikan jawaban menyetujui atau menolak dalam bentuk surat dan/ atau melalui E-Mutasi
Persetujuan melalui surat dan/ atau melalui     E-Mutasi disampaikan kepada PPK instansi penerima dan BKN sebagai syarat mendapat pertimbangan dari Kepala BKN
	
	
	Tidak Disetujui

	
	Disetujui
1,3


	
	Hasil verifikasi berkas persyaratan mutasi
	Disesuaikan
	-
	Hasil verifikasi berkas persyaratan mutasi

	
	Kepala BKN menyampaikan pertimbangan kepada PPK instansi penerima dan Menteri Dalam Negeri RI
	
	
	
	
	
	
	Hasil verifikasi berkas persyaratan mutasi
	Disesuaikan
	-
	Pertimbangan Teknis Kepala BKN

	
	Berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN, Menteri Dalam Negeri RI menetapkan Keputusan Mutasi PNS antarkabupaten/ kota antarprovinsi dan antarprovinsi
	
	
	
	
	
	
	Pertimbangan Teknis Kepala BKN
	Disesuaikan
	-
	SK Mendagri tentang Mutasi PNS

	
	Berdasarkan keputusan mutasi Menteri Dalam Negeri RI, PPK instansi penerima menetapkan keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan
	
	
	
	
	
	
	SK Mendagri tentang Mutasi PNS
	30 hari kalender sejak SK Mendagri tentang Mutasi PNS
	-
	SK Pengangkatan Dalam Jabatan

	
	Penyerahan keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan
	
	
	
	
	
	
	SK Pengangkatan Dalam Jabatan
	5 menit
	-
	Penyerahan SK Pengangkatan Dalam Jabatan




ALUR PELAYANAN MUTASI PNS KELUAR DARI PEMERINTAH KOTA AMBON

	No.
	Aktifitas
	Pelaksana
	Mutu Baku

	
	
	Pemohon
	Verifikator BKPSDM
	Kepala BKPSDM
	PPK
	Persyaratan/ Kelengkapan
	Waktu
	Biaya
	Output

	1.
	PNS yang bersangkutan menyampaikan surat usul mutasi dari PPK instansi penerima yang dialamatkan kepada PPK instansi asal
	
	
	
	
	Surat usul mutasi yang bersangkutan
	5 menit
	-
	Disposisi

	2.
	Instansi asal melalui BKPSDM melakukan verifikasi atas berkas persyaratan permohonan mjutasi
	Belum Lengkap

	Lengkap
1,3


	
	
	Berkas persyaratan mutasi
	5 menit
	-
	Ceklist berkas persyaratan mutasi

	3.
	Kepala BKPSDM menyampaikan pertimbangan kepada PPK instansi penerima
	
	
	
	
	Berkas persyaratan mutasi
	1 hari kerja
	-
	Pertimbangan Kepala BKPSDM

	4.
	Dalam hal permohonan mutasi disetujui, PPK instansi asal menerbitkan Surat Persetujuan Mutasi
	
	
	Tidak Disetujui

	1,3


	Pertimbangan Kepala BKPSDM
	1 hari kerja
	-
	Surat Persetujuan Mutasi

	5.
	Penyerahan Surat Persetujuan Mutasi
	
	
	
	Disetujui

	Surat Persetujuan Mutasi
	5 menit
	-
	Penyerahan Surat Persetujuan Mutasi




















